
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1381, 2016 PERPUSNAS. Pengendalian Gratifikasi. 

 

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan  

nepotisme di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu 

adanya upaya pengendalian gratifikasi; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pengendalian 

Gratifikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 2001 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4774); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan  

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 
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2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala 

Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

PERPUSTAKAAN NASIONAL. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Gratifikasi adalah penerimaan dan/atau pemberian 

dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan 

cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, hiburan, 

fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya, baik yang  

diterima  di  dalam  negeri  maupun  yang  di luar negeri 

dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 

elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Perpustakaan Nasional, Unit Pelaksana Teknis 

Perpustakaan  Proklamator Bung Karno, dan Unit 

Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, 

termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri 

Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan 

Perpustakaan Nasional. 

3. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas 

penerimaan atau penolakan gratifikasi. 

4. Pihak Ketiga adalah orang-perseorangan atau korporasi 

atau badan hukum atau instansi atau lembaga lainnya. 

5. Tim Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 

TPG adalah tim kerja yang melakukan fungsi 

pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perpustakaan 

Nasional. 

www.peraturan.go.id



2016, No.1381 -4- 

BAB II 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

 

Pasal 2 

(1)  Pegawai dilarang menerima dan memberikan segala 

sesuatu bentuk Gratifikasi yang berhubungan dengan 

jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya.  

(2)  Setiap bentuk penerimaan Gratifikasi yang berhubungan 

dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban 

atau tugasnya wajib dilaporkan. 

 

Pasal 3 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

dikecualikan terhadap: 

a.  penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan tugas 

kedinasan, meliputi:  

1.  seminar kits, sertifikat, cinderamata, plakat, 

vandel, goody bag, gimmick, dan penerimaan 

lainnya yang diperoleh dari kegiatan resmi 

kedinasan seperti seminar, lokakarya, 

pelatihan, rapat, workshop, konferensi atau 

kegiatan lain sejenis;  

2. fasilitas transportasi, akomodasi, uang 

saku/uang harian, hidangan atau sajian atau 

jamuan makanan atau minuman, dan 

penerimaan lainnya yang diperoleh secara resmi 

kedinasan berdasarkan penunjukan atau 

penugasan resmi; 

3  hadiah pada waktu kegiatan kontes atau 

kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh 

Pemberi berdasarkan penunjukan atau 

penugasan resmi; dan  

4  penerimaan honor, insentif, transportasi, 

akomodasi, atau penerimaan lain sejenis 

sebagaimana diatur pada standar biaya yang 

berlaku di pihak Pemberi baik dalam bentuk 
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uang maupun setara uang, sebagai kompensasi 

atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, 

narasumber, konsultan dan fungsi serupa 

lainnya yang diterima oleh Pegawai berdasarkan 

penunjukan atau penugasan resmi sepanjang 

tidak terdapat pembiayaan ganda, nilainya 

wajar, tidak terdapat benturan kepentingan dan 

tidak melanggar ketentuan yang berlaku di 

pihak Penerima.  

b.  Penerimaan Gratifikasi yang tidak terkait dengan 

tugas kedinasan meliputi:  

1.  hadiah langsung atau undian atau door prize, 

diskon atau rabat, voucher, point rewards, 

souvenir, yang berlaku umum;  

2.  prestasi akademis atau non akademis dengan 

biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan 

berupa hadiah dalam kejuaraan, perlombaan 

atau kompetisi;  

3.  keuntungan atau bunga dari penempatan dana, 

investasi atau kepemilikan saham pribadi, yang 

berlaku umum dan tidak terkait kedinasan; 

4.  kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang 

tidak terkait dengan tugas dan fungsi Pegawai, 

tidak melanggar benturan kepentingan dan 

kode etik serta dengan ijin tertulis dari atasan 

langsung;  

5.  penerimaan yang diperoleh dari hubungan 

keluarga berupa hadiah perkawinan, khitanan, 

ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat 

atau tradisi lainnya dan bukan dari pihak-pihak 

yang mempunyai benturan kepentingan dengan 

penerima;  

6.  penerimaan yang diperoleh dari Pihak Ketiga 

yang tidak mempunyai hubungan keluarga 

berupa hadiah perkawinan, khitanan, ulang 

tahun, kegiatan keagamaan atau adat atau 

tradisi lainnya dengan batas nilai paling banyak 
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